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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN
= KABUFPATEN LANDAK
Nomor :420/ 467/ TUM -

Tentang

PEMBERIAN ITIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN PEMEINAAN DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LANDAK UNTUK
TAHUN PELAJARAN 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK

1. Permohonan yang diajukan oleh Badan/Yayasan penyelengparan sekolah swasta
yang bermaksud membuka sekolah swasta baru pada tahun pelajaran 2002/2003
2 Pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh Camat atau Kepala Desa

dimana sekolah swasta itu berlokasi serta dukungan Sekolah Negeri/Swasta
terdekat

-a.bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di
atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan
masyarakat untuk ikut berperanserta membantu Pemerintah dalam ranpka
memperluas kesempatan memperoleh pendidikan,

bbahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih
dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh
Yayasan tersebut pada huruf a diatas ; “

c.bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut

telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian ;
d.bahwa agar pembernian persetujuan dimaksud pada huruf ¢ diatas dapat terlaksana

dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

1.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

3,Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin operasional bagi sckolah-sckolah swasta yang namanya tercantum
dalam lampiran keputusan ini '

Sekulfth-s_akulah swasta yang memperoleh ijin operasional wajib mentaati serta
ﬂ]ﬂﬂglki:m segala peraturan dan ketentuan yang berlaku atay yang telah ditetapkan
untuk diberlakukan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta

Apabil . an yang telah memperol
1)in np-ﬂrasm;al ini melakukan tindakan-tindakan yang al?agmifat mﬁnyipaz:
maupun melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan

dalam diktum 2 keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab

_ 3 : upaten Landak
berwenang untuk mencabut dan membatalkan ijin operasional yang telah diberikan
s
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Keputusan ini :

h.uI: fem ;:1 3 b‘frlnku sgjak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian

dilaloulk ) db;%rdapm kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan
an perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Ngabang

Pada Tanggal : 30 Juli 2002

i | Ker ikan dan Kebudayaan
1
E. B 130460928

ST

_ ¥ : Tembusan : disampaikan kepada

i‘:- i Yth. 1. Mentri Pendidikan Nasional di Jakarta

R 2. Bupati Landak di Ngabang

B 3. Sekreteris Jendral Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta
oy 4. Inspektur Jendral Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta
i 5. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depertemen
& Pendidikan Nasional di Jakarta

o 6. Direktur Sekolah swasta Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan
@'; Menengah Depertemen Pendidikan Nasional di Jakarta

aet 7. Pengurns Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
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